
BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA EN]M
NOMOR II TAHUN 20 14

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

Menimbang : a.

2.

c,

Mengingat : 1.

DEN(}AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bah$,a sehubungan dengan adanya perubahan/ perkembangan
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta
pcrgeseran antar unit organisasi, antar kcgiatan dan antar jenis
belanja, sehingga timbul keadaan yang menycbabkan sisa lebih
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran bcrjalan, maka perlu dilakukan
pcrub:rhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;

bahu.a Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 sebagajmana dimaksud dalam huruf a,
telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten
Muara Enim dengan De,,r'an Perwakilan Rakyat Daerah
Kabup:rtenMuara Enim pada tanggal 21 Juli 2014 Nomor
491/ Bappeda-Ren stal2Ol4 dan Nomor 02lDPRDl2Ol4
tentang Kcbijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan telah ditetapkan dengan Persetujuan
Bcrsama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muar.i Enim dan Bupati Muara Enim Nomor 03/DPRD/2014
dan Nomor 492/Bappeda-Renstra/2014 tanggal 21 Juli 2014
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20t4:

bahr,,,a berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Dacrall tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah 'lingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembrrran Negara Rcpublik lndoncsia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Ncgara Repubiik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotjsme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
lndoncsia Nomor 3851);



6.

7.

+.

8.

Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal.run 2003
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4286);

Undang Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perber-rdaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengclolaan dan Tanggung j:rwab KeLlangan Negara (Lembaran
Negarr Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

Undarrg-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
PercnL onaan Pembangunan Nalsional [LL,mbaran Negara
Republik Indonesia Tahrrn 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengaD Undang-Undang Nomor l2 Tahlrn 2OO8 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor.l844l;

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Iieuangan antara Pemerintah Pusat datn Pemerintahan Daerah
(Lemb:rran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahar.t Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nolnor 12 Tahun 20Ll tentang Pembentukan
PeraturaD Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik
lndoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
RPpublik Indonesia Nomor 52J41;

10. Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Penvakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik
lndonrsia Tahun 2OO4 Nomor- 90, Tambahan Letnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tent.rng Perllbahan Ketiga atas Peraturan
Pcrrrerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan ]icuangan Pimpinan dan Anggota Deu,.an
PeN,akilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia1'ahun 2007 Nomor 47, Tambahan Leinbaran Negara
Republrk Indonesia Nomol 4712);



ll.Pcraturan PL'merintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pcrirnbangan (Lelnbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Intlonesia Nomor 4575)l

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Inforrn.rsi I<euangan Dacrah {Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l40, Tambahan Lembaran
Negala Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembrnaan dan Penga\r'asan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Repubiik L.rdonesia Tahun 2OO5
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor.+593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kcuangan dan liirlerja Instansi Pemcrintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lemb:rran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pcmerintaha[ Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota lLcmbaran Negara Repr-rblik lndonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indont sia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
lndont'sia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Per:rturan Pcmerintah Nomor l6 Tahun 201O teDtang Pedoman
Penvusunan Peraturan Dcrnan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Penvakilan rakyat Daerah
(Lembirran Negara Repub)ik lndonesia Tahun 201O Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

19. Peratulan Pen-)drintah Nomor 71 Terhun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
lnConesia Nomor 5165);

20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pr-manfaatan Dana Kapitasi .Iaminan Kesehatan Nasional
padrr l.asilitas Kesehatan Tingkat Pcrtama Milik Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);



21. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tenrang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negcrl Nomor 21 Tahun 201l tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

22. Peratrtran Menteri Daiam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Berstrmber dari Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menieri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tcntang perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yarrg
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l2 Nomor S40);

23. Peratrlran Menteri Dalam Negeri Nomor 2Z Aahttn 2013 tentang
Pedonran Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun An ggaran 2071;

24. PeratLrran Menteri Keuangan Nomor 61/pMK.07 12014 tentarLg
Pedonran Umum dan Alokasi Tunjangan prolesi Guru pegawai
Ncgeri Sipil Daerah Kepada Daerah provinsi, Kabupaten. dan
Kota ]'ahun Anggaran 2074;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/pMK.O7 l2Ol4 lentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Guru pegawai
Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah provrnsi, Kabupaten, dan
Kota l'ahun Anggaran 2014;

26. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nontor
213/KPTS/BPKAD 12O14 tentang Alokasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemcrintahan
Desa dan Partai Politik pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 20i4;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2004 tcntang Kedudukan Protokol dan Keuangan pimpinan dan
Anggora Dcwan Peru,akilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004
Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengarl Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokol dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Denan perwakilan Rakvat
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor g Tahurr
2OO8 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah
Kabup:rten Muara Enim Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah
Kabupatcn Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor 8);
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29. Peratlrran Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
200ii tentang Urusan Pemerintahan 1,ang menjaLdi Keu,enangan
Pemcnntah Kabupaten Muara Enim (LentbaraD Daerah
I(abupaten Muara Enim Tahun 2OO8 Nomor lOll

30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembenrukan Orsanisasi dan T.rta Kerja
Sekrctariat Dacrah Kabupaten Muara Enjm (Lembaran Dacrah
Kabul)2tten Muar,r Enim Tahun 2008) sebagaimana telah
diubalr dengan Peraturan Daerah Kabupater) Muara Enrm
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Pembentllkan
Organisasi dan Tara Kerja Sekretariat Daerah Kabupatcn Muara
Enim (Lemba.an Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012
Nomor 7);

31. Pe.aturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor l3 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekrel.rriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
I\4uara Enim [Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2OO8 Nomor 23);

32. Peratlrran Dacrah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun
2008 rentang Pembentukan O.ganisasi dan Tata Kerja Dinas
Daeralr Kabupaten Munra Enim lLembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kallupaten Muara Enim Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan C)rganisasi dan Tata
Kerja I)rnas l)acrah Kabupaten Muara Enim (Lembar-an Dacrah
Kabupilten Muara Enim Tahun 20 13 Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008 lentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspeklorat, Satuan Polisi Paii)ong Praja dan Lcmbaga Teknis
Kabuprrten Nluara Enim (Lcmbaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2OOB Nomor 25) sebagairnana tclah diubair dengan
Peraturan Diterah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun
2013 1(ntang Perlrbahan alas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2008 tentanB PcmbeDtr-rkan OrgaDisasi dan Tata l\erja
Inspcklorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis
KabupiLren Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten MrJara
Enim Tirhun 20 13 Nomor 5);

34. Per.lturan Daerah Kabupaten Muar-a Enim Nomo. l6 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamirtan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Iiabupaten MLrara Enim Tahun 2OOt3 Nomor 26);

35. Peraturirn Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun
20OB lentang Pembcntukan Organisasi d:ln Tata Kerja
Keluralran Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
kabupalen Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

36. Peratur,)n Dacrah Kabuparten Muara EniD Nomor 21 Tahun
2O0B lentang Pokok Pokok Pcngelolaan Keuangan Daerah
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(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor
12);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
20lO tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 20lO Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengirn PerafLlran Daerah Kabupaten Muara Enim Nornor 6
TahuD 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahrrn 20l3 Nomor 6);

38.Peraturan Daerah Kabupaten Mu,rra Enint Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum llembaran Daerah
Kabupa[en MLlara Enim Tahun 201 I Nomor l)i

39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Elnim Nomor 11 Tahun
20l3 tcntang Rencana Pembangunan Janflka Menengah
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 2O1a (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 20l3 Nomor l il;

40. Peratu.an Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun
2014 lcntang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah Tahun
Anggar:rn 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 20 l.l. Nomor 1);

Dcngal) Persetujuan Bersanra
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan
BTJPATI MTJARA F]NIM

MEM UTUSKAN:

McnetapKal] : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANCGARAN
PENDAPATAN DAN BELAN.IA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20l4 semula
berjumlah Rp.1 .881 .0q5.071.286,73 bertambah/ bcrkurang sejumlah
Rp. a3.6 t 2.595.OO7,24 sehingga menjadi Rp.1.924 .7O7 .666.293,97 dengan rincian
sebagai berikut :

1 . Pendapatan
a. Semula

2. Belanja
a. Semuia
b. Bertambah/ (berkurang

Jumlah Belanja Sctelah
Surplus/Delisit Setelah

3- Pembiayaztn
a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 1.730.301 . 194.94 1, 19

Rp. 294.990.906.345,54

Rp. t 801.987.402.643,19
b. Bertanrbah / (berk Ll rar r !a) Rp. 7I.6a6.2O7.7O2-OO

Jumlah Pendapatan Sctelah perubahan

Rp. 1.88 1.095.07 I .286,73
) Rp. 43.612.595.007.24
perubahar-r
perubahan

Rp. 1.924.7O7.666.293.97
Rp. lI22.7 20.263.650,7 a)

2) Berrambah/ (berkur;rng) Bl2 ]Z!-l-U199!,rllq06)
Jumlah Penerima:rn Setelah perubahan
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b. Peneeiuaran
i) Scmul;r Rp. 144. 197.030.000.00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (50.050.380.815,90)

JumlahPengeluaranSet€lahPerubahan Rp. 94.146.649.184.10

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 122.720.263.650,78
Sisa Lebih Pr:mbial'aan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. O,0O

Pasal 2

(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Pendapatan Asli D:reral-r
1) Semula Rp. 133.627 .162.195,00
2) Bertambah,/(bcrkurang)Rp. 4.721.473.8.+6.00

Jumlah Pendapa tan Asli Daerah
Setelah Perubahan Rp. 138.348.636.341 .00

b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp.1.406.866.688.758,19
2) Bertanbah / (berku..tng)Rp. ar7.3-19 706.444.00

Jumlah Dana Pcrimbangan Setelah Pcrubahan Rp. 1.474.216 395.2O2,19

c. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 189.807.3a3.688,00
2) Bertambah / (berk urang)Rp. (384.972.588.00)

JLrmlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahitn Rp. 1a9 A22.371.LOO,OO

(2) Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri
darijenis pendapatan I

a. Pajak Daerah
1)Semula Rp. 34.349.325.099,00
2)Bertambah/(berkuiang)Rp. 6.339.904.098.00

.Jumlah Pajak Da( r:rh Setelah Perubaha.! Rp. 4A.6A9.229.197,OO

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. I 3.305.941 .078,00
2) Bertambah/(bcrklrrang)Rp. (:l.208.438.700.001

Jumlah Retribusi Daeralr
Setelah Perubahan Rp. 1O.097.5O2.378,OO

c. Hasil Pengelolzran Kckal'aan daerah vang dipisahkan
1) Semula Rp. 13.616.042.'140,00
2l Bcrtambah/(berl<rLrang)Ro. (7.076.419.920,O01

..lumlah Hasil Pengclolaan Kekayaan yang dipisahkan
SctelaLr Pcrubahan Rp. 6.539.622.52O.OO

d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sal-r
1) Semula Rp. 72.355.853.878,00
2) Bertambahl(berkLtranglRp. 8.66ar.428.368.00

Jumlah l-ain lain t)endapatan Asli Daerah
yang sah Setciah Perubahan Rp. 8l.O22.2a2.246.AO
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(3) Dana Perimbangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tcrdiri dari
jenis pendapatan:
a. Bagi Hasi) Pajak/Ragi Hasil Bukan Pa-jak

1) SemuJa Rp. 753.698.210.758,19
2) Uertambah/(bcrkurang)Rp. 67.349.706.444.00

Jumiah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

o,oo
.lumlah Dana Alokasi Umlrm
Setelah Perubahan Rp. 593.564.398.000,00

Rp. 59.604.080.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)Rp. 0.OO

Jumlah Dana Alr)kasi Khusus
Setelah Perubah:rn Rp. 59.604.080.000,00

{4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula

Setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)!p.

c. Dana Alokasi Klr r-rsus
1) Semula

Rp.
2) Berta mbah / (berku rang)!p

2) Bertambah/ (bcrk urang)!p.
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Sctelah Perubaharr

Rp. 821.O47.9t7.2O2,19

Rp. 593.56"1.398.000,00

b. Dana Darurat
1)Semula
2) Bertambah / (berkurana)!p.

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp-

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

o,o0
0.00

Jumlah Pendapal.rn Hibah Setelah Perubahan Rp.

Rp. 0,oo
0.00

1) Scmula Rp. 58.046.9.+3.100,00

0,00

0.00

0.00

Rp. 58.046.943.100,00

d. Dana Pcnyesuaian dan Otonomi I(husus
1)Semula Rp. 106.727.4 52.000,00
2) Bcrtambah/ (bcr ku rang)Rp. 2.758.026.000.00

Jumlah Dana Pcnr,esuaian dan
a)tononri Khusrrs Selelah Perubahan Rp. 109.485.478.000,00

e- Bantuan K('uangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lailrnva
1) Semula Rp. 25.032.948.58tt,00
2) Bertambah / (berkurang)Rp. i3. 142.998.588.00)

JLlmlah Bztntu:rn Keu:rngan
Dari Provinsi atau Penlerintal)
Diterah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 21.889.950.000,00
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebaltaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Belanja Ticlak LatLilsung
I) Semula Rp. 735.245.954.434,54
2) Beruambah / (berkurzrngJRp. 45.3.+.1 .829.035.24

Jurnlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan Rp. 780.590.783.a69,78

b. Belanja Langsung
1)Semula Rp.1.145.849.1 16.852,19
2)Bcrtambah/(berkurang)Rp. (1.732.234.028.001

Jumlah Belanja Lilngsung Setelah Perubahan Rp. 1.144.1 16.882.824,19

(2) Belanja'lidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai
I)Semula Rp. l)05.710.0188.893,80
2) Bertambah/ (bcrkurang)!p- __Q!.!!!!!!-!l!,!!

Jumlah Belan.ja Pega$,ai Setelah Perubahan Rp. 644.234.998.O29,7a

b. Belanja Bur.rga
1)Semula ltp. 1 .591 .952.327 ,7 4
2) Berlambah / (berkLrrang)Bp-2.i!Etq!f€2,25

Jumlah Belanja Ilunga Setelah Perubahan Rp. 4. 150.000.000,00

c. Belanja Subsidi
1)Semula Rp. 2.799.555.460,00
2) Bertambah/ (berk urang)Rp. 1.0.+8.020. 120.00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 3.847.575.580,0O

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 32.720.944.500,00
2)Bertambah/(bcrkurang)Rp. 2.319.356.800.00

Jumlah Bclanja Hibah Setelah Perubahan Rp. 35.040.30l.3OO,OO

e. Belanja BaDtuan Sosial
1)Semula Rp. 5.620.000.000,00
2) Bertambah/ lberkurang)Bp.

Jumlah Belanja Bantuan Sosial
Setc-lah Perub:r ha n Rp. 5.620.000. OO0, OO

0,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Plovinsi / Kabupa ten / Kota
dan Pemerintah Desii
llSemula Rp. O,O0
2) Bertambah/ (bcrklrrang)Rp. 0i8Q

Jumlah Belanja Hibah Kepada
Provinsi/ Kabupatcn/ Kota
dan Pemerintah Dcsa Setelah Perub:rhan Rp. O,OO

g. Belanja Bantuan Kerrangan Kepada Provin si / Kabupaten / Kota,
Pemerintah Desa dan Partai Politik
1) Semrtla Rp. 76.801].413.248.00

9



2) Berrambah/ (brrkurang)Rp. tt9 4 ..19 5. 3 1 2.0 0
Jumlah Beianja Bantuan Keuangan Kepada
Pr ovir.rsil kabupaten / Kota, Pemerintah Desa
dan Partai Politjk Setelah Perubzrhan Rp. 77 .697 .9Oa.56O,OO

h. Belan ja Tidak Terduga
1)Semula Rp. 10.000.000.00O,00

0.002) Bertambah/ (bcrkurang)!_p.
Jumlah Bclanja Titlak Terduga
Setelah Pe.ubah:rn Rp. I O.OOO.OOO.O0O,OO

(3) Belanja LangsuDg st iragaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari
jenis Belanja :

a. Belanja Pegau,ai
1) Sernula Rp. 48. 145.201.400.00
2) Bertambah/(berkurang)Rp. (9.71i.969.000.00)

Jumlah Belanja Pegarvai Setelah Perubahan Rp. 38..133.232.400.0O

b. Belanja Barang <ia rr Jasa
1) Sernula Rp. 448.548.035.691,19
2) Bertambah/lberkurang)Rp. 15.253.648.-108.00)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Penrbah;n Rp. 143.291.3A7 .'283,19

c. Belanjzr Modal
1) Senlula Rp. 62t9.155.879.761,00
2)Bertambah/(berkurang)Rp. 13.233.383.380.00

Jumlah Bclanja N,lodal Sctelah Perubairan Rp. 6{i2.3U9.263.141.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Dacrah st bagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 291.990.906.345,54
2) Bertambah/(berkurang)Rp. {78.123.993.510.66)

Jumlah Pencrimaitn Pembiayaan
Setclah Perubahan Rp. 216.866.912.a34,84

b. Pengeluar an
llSemlrla Rp. 144.197.030.000,00
2) Berlambah/(berkurang)Rp. (50.050.380.815.90)

Jumlah Pengellraran Pembiayaan
Setelah Perubahan Rp. 94.146.649.144,10

(2) Penerimaan scbagaimirna dimaksr"rd pada ayat (11 huruf a terdiri dari jcnis
pembiayaan :

a. Sisa Lcbih Perhitungern Anggaran {SiLPA) Tahlrn Anggaran Sebelumiya
1) Senrula Rp. 177.+69.652.2Aa,2A
2) Bertambah/(berktrrang)Rp. 19.043.006..189.34

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran {SilPA} TahunAnggaran
Sebclumnya Setcl2rh Perubahan Rp. 196.512.69A.777,62

10



b. Pencairan Dana Cladangan
1) Semula Rp.
2) Bertambah/ (bt'r kurang)Bp.

1l Scmula Rp.
2) Bertambah / (berku rang)!g

Junl)ah Penerimaan Pinjaman Daerah
Setelah Perubaha n

0,o0
o.oo

Jumlah Pencairan Dana Cadangan
Setelah Perubaha n Rp. o,oo

c. Hasil Pcnjualan Kekayaan Daerah 1'ang DipisahkaD
1) Semula Rp. 0,00
2) Berlambah/ (bcrkurang)Rp. 0.00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaarl Daerah
Setelah Pe.ubahan Rp. O,OO

d. Penenmaan Pinj.rman Daerah
I) Semula Rp. 97.317.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp. (97.317.0OO.O0O.0OI

Jumlah Pe nerimaern Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan Rp. O,OO

e. Penerimaan l'embali Pembcr ian Piniaman
o,00
o.oo

Rp. o,oo

L Penerioraan Piutang Daerah
1) Semula Rp. 20.204.214.057,26
2)Bertambah/(bcrku:'ang)Rp. l5O.0O0.OOO.OQ

Jumiah Pencrim2rir n Pir-rtalrg Daerah
Setelah Perubahan Rp. 20.354.214.057,26

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembcntukan Danzr Cadangar-I

l) Semula Rp. 19.859.500.000,00
2) Bertambah/(berkrrrang)Rp. 15.OOO.O0O.0OO.O0

Jr-rmlzrh PembenLukan Dana Cadangan
Setelzrh Perubahan Rp. 34.859t.500.000,00

b. Penyertaan Modal ,/ lnvcstasi Peme.intah Daerah
1) Semuta Rp. 124.337.530.OOO,O{)
2) Bertambah/(bcrkurang)Rp. (75.686.460.000.00)

Jumiah Pen)'ertaan Modal / Inl,estasi
PemerintahDacrahSetclahPerubahan Rp.'+8.651.070.000,00

c. Pembayaran Pokok Hutang
1) Semula Rp.
2) Berta,nbah/ lberkurang)Ep.

Jumlah Pembayarrrn Pokok Hutang
Setelah Pcrubahan

o,o0
0,00

0,00

11
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d. Pernbalaran Hutang Pada Pihak Ketiga
1) Semula Rp. O,OO
2) Bertambah/(bcrkurang)Rp. 10.636.079.18.+.10

.Jumlah Pemba-varan Hutang Pada Pihak Ketiga
Setelah Perubahan Rp. 10.636.079. 184,10

e. Pemberian Pinjam:rn Daerah
1) Semula Rp.
2) Bertambah / (berkurang)!p.

Jumlah Pe mcberi:rn Pinjaman Daerah
Setelah Perubahan o,o0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut P(rubahan Anggaran pendapatan clan Belanja Daerah
sebagaiman:r dimaksud dalam Pasal 1, tercantum d:rlam Lampiran yang
merupakan bagian yang t idak terpisahkan dari peraturan Daerah ini, terdirj dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan ApBD;

2. Lampiran ll Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKpD;

3. Lampirrln III Rincian Perubahan APBD menllrut Urusan pemerintahan
Direr;rh, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pcmbiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Bel;rnja menurut Urusar.r
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kctiara n:

5. Lampiran V Rckapitulasi Perubahan Belanja D:Lerah Lrntuk Kcselarasan
dan Keterpaduao Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negarai

6. Lampiran VI I]atiar Perubahan Jurnlah Pegall.ai per Golong.rn dan per
Ja l)atan:

7. Lampiran Vll Derliar Kegiatan kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum tliselesaikan dan dianggarkan kembali dalam rahun
c nqga ran rn i:

8. Lampiran Vlll Daliar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Pererturan tentang Penjabaran Perubahan An€lgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasior-ral pelaksanaan.

0,00
0.00

Rp

T2



Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim.

tapkan di Muara Enim
tanggal (l Seg te !'[g 6 $1,

tru TI MUARA ENIV

4
/" MUZAKIR SAI SOHAR //'Diundangkan di Muara Enim

pada tanggal ll S(oUcnLcr 20lrl
I

SEKRETARIS DAF]RAH
4,r( XABUPeTON MUARA ENIM.

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR (I

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA
SELATAN | (9 /MEl2Or4)

Dit(
pad
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lampiran t P€rahrran DaeEh (ab. Mua.a Enim
Nomor : 11Tah0n 2014

Tanggal : 11 September 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014

IlOl4OR
URUT

URAIAN
JUMLAH (Rp) BERTAI{BAH / (AEruORAI{G)

SEBELUII PERUBAHAII SEIEIAH PERUBAHAI{ (RP)

I 2 3 4 5 6

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
t.2
t.2.t
t.2.2
1.2.3
1.3
1.3.3
1.3.4
1.3.5

2

2.t
2.1.1
2.t.2
2.r.3
2.t.4
2.1.5
2.t.7
2.t.a
2.2
2.2.t
2.2.2
2.2_3

PEI{DAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Hasil Pajak Daerah

Hasil R€fibusi Daerah

Hasil Peng€lolaan (ekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lainrain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

DAIIA PERII'IBANGAN

Bagi Hasl PajavBagi Hasil Sukan Pajak

Dana AlokaS umum

Dana Aoksi $usus

LAIN.LAIN PEI{DAPATAII OAER H YAXG SAH

Dana Bagi Haiil Pajak da Frovinsi dan Pemerintah DaeGh Lainnya

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

Eantuan Keuangan dan Provinsiatau Peme.intah Daerah Lainnya

BELANJA

BELAII'A TIDAK LAITGSUNG

Belaflja Pegawai

Belanja Bunga

B€lanF Suhsidi

B€lanF Hibah

B€lan a Santuan Sosial

B€lanF &niran rcuangan tepada Provinsi/(abupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Flclitik

B€lanja Ti&k Terduga

BEIANJA LAI{GSUNG

Belanja Pegawai

Belanja 8aEn9 dan Jasa

Belanja Modal

1.730.301.194.941,19 1.801.987.402.643,19 7 L.@6.207 .702,00 4,L4

133.627 .t62.495,O0

34.349.325.099,00
13.305.941.078,00

13.616.042.4a0,00
72.355.853.878,00

138.348.635.341,00 4.72t.4 ]3.A46,00 3,53

18,46
(24,11)

(51,97)

11,98

40.6a9.229.t97 ,OO

10.097.502.378,00

6.539.622.520,00

at.022.242.246,@

6.339.904.098,00

(3.208.438.700,00)

(7.076.419.920,00)

8.666.428.368,00

67 .349.706.444,001..106.866.6a8.758,19 t474.2t6.395.202,t9

42r.M7.917.202,19
593.564.398.000,00

59.604.080.000,00

189.422.371.100,00

4,79

4,94

0,00

0,00

753.698.210.758,19

593.564.398.000,00

59_604_080.000 00

61 .349. 106.444,00

0,00

0,00

189.807.343.688,00 (384.972.588,00) (0,29)

0,00

2,58
(12,s5)

58.046.943.10q00

106.727.452.000,00

25.032.948.588,00

58.046.943.100,00
109.485.478.000,00

2r.889.9s0.000,00

0,00

2.758.026.000,00
(3.142.998.588,00)

1.881.095.07r.286,73 1.924.707 .666.293,97 43.612.595.007 ,24 2,32

735.245.954.434,54 780.590.783..159,78 45.3.14.829.035,24 6,!l
6,36

160,69

31,44

7,09

0,00

1,16

0.00

(0,r5)

(20,t7 )
(1,t7)
2,04

605.710.088.898,80

1.59t.952.327 ,74
2.799.555.460,00

32.720.9,14.500,00

5.620.000-000,00

76.803.413.2.A,00

10.000.000-000,00

644.234.994.029,78

4.150.000.000,00

3.847.575.580,00

35.040.301.300,00

5.620.000.000,00

77.697.908.560,00

10.000.000.000,00

1.144,116.882.824,19

38.524.909.130,98

2.554.047 .6?2,26

1.044.020.120,00

2.319-356.800,00

0,00

894.495.312,00

0,00

1.145.849.116.852,19 (t.732.234.O2A,OO)

.18.145.201.400,00

,148.5,I{,.035.691,19

649.155.879.761,00

38.433.232.400,00

443.294347.243,r9
662.389.253.141,00

(9.711.969.000,00)

(5.253.648.408,00)

13.233.383.380,00
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URAIAII
JUMTAH (RD) BERTAiIBAH / (BERXURANG)

NOMOR
URUT SEBELUM PERUBAHAN SETEI,AH PERUBAHAN (RD)

3 4 5 6
1 2

3

3.1.1
3.1.4
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3 .2.5

5URPLUS / (DEfISIT}

PEMBIAYMN DAERAH

PENERIiIMN PEMAIAYAAN OAERAH

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Mggaran sebdumnva

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Piutang Daerdh

PENGELUAMN PE AIAYMI{ DAERAH

Pemb€nhrkan Dana Cadangan

Penyertaan Modal / lnve.tasi Pemerintah Daerdh

Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga

PEMBIAYMN I{ETTO

SISA LEBTH PEMBIAYMN ANGGARAIT TAHUN BERKENAAI{

(150.793.876.345,54) (122.720.263.650,78) 2A.073.612.694,76 (18,62)

Y492V:Ys,5!
777.469.692.244,24

97.317.000.000,00

20204.214.057 26
1214.197.030,000,00

19.859.500-000,00

124.337.530.000,00

0,00

,1q9!5re1rr8l1,q

196.5t2-59A.777,62
0,00

20.354.214.057 ,26

94.146-549.184,10

(78.123-993.510,66)

19.043.006.489,34

(97.317.000.000,00)

150.000.000,00

(50 050.380.8r5,90)

15.000.000.000,00

(75.686.460.000,00)

10.636.079-184,10

(26,48)

10,73
(100,00)

0,74

q.t\
75,53

(60,87)

0,00

34.859.500-000,00

48-551.070.000,00

10.536.079.184,10

150.793.876.345,54 t22-7 20.263.650,74 (28.073-612.694,76) (18,62)

0,00 0,00 0,00 0,00

(---u^*r *,*ro* y'

TI

/vlt



.,UMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)

90.000.000,00

6.741.163.000.00

6.450.000,00

23.712.000,00

6.711.001.000,00

90.000.000,00

(2.603.634.000,00)

6.450.000,00

23.712.000,00

(2.633.796.000,00)

Penbangutan Pasar Terpadu

Belania Baranq dan .lasa

Belanja l4odal

0,00

9.3421.797.000,00

0,00

0,00

9.344.797.000,00

2.06. 2.06.01. 20. 03. 5. 2. 3

2_06. 2.06.01 . 20 . 05

2.05. 2.06.0r. 20. 05. 5. 2. 1

2.06.2.05.01 .20. 05.5.2. 2

2.06. 2.06.01. 20. 05. 5. 2. 3

(21.620.219.175,83) (27.762.547.263,79) (t42.322.046,96)

?nt
utu^8 .|rui y'

^N.
L MUZAKIR SAI 5OH^R y'
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REKAPITULASI PERUBAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH K.AAUPATEN MUARA ENIM
BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGAM

TAHUN ANGGAMN 2014

444.857.670110,21 42L.763 Q6i .425,51

Lampiran V Peraturan Oaerah

Nomor : ll Tahun 2014

Tanqgal : 11 September 2014

(s,19)

0,40

(s,71)

0,00
7,4Q

3,65

3,65

4,O7

t,57
8,18

o,27
(r,48)
a,2a

5,/)

JUMLAH SEBEIUM
PERUAAHAN

]UMLAH SETELAH
PERUBAHAN

01

01

01

0l

PELAYANAN UMUM

Per€ncanaan Penrbangunan

Otonom D.eralr, Pernerntahan Um!m, Admrnrstr.s Keu.nqan Daerah, Peranqkdt Daerah,

Kepegawa an a.. Pers.nd af

Komlnrkas dan hformanka

KEIERTIBAN OAN KEAMANAN

Kesatlan Banqsa dan Po nk Dalam Neger

EKONOMI

Koperas da. Usaha Kec Menenqah

21.281.104.572,16 2t.365.657 .022,01

01

0l

06

20

24

25

19

a7

l5
t6
21

22

l]L

02

03

05

06

07

08

I
1 414.881.,157.941,85 391.070.758.798,40

156.900.000,00

8 538 007.616,20

156 900.000,00

9.169.7s2 005,04

a4

04

04

04

04

04

a4

04

04

1

1

1

1

1

l
1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

23.77t.t00.086,89 24.641.515.666,01

23.774.400 086,89 zrsrrsii.ooo,o:

182.618.s66.955,27 190.046.131.971,85

6 sr7.89r.809,00
4 .s63 232.423,26

9.130.320.186,66

6.912..1:17 058,94
4 884 100 125,86

8.0r2.352.049,74

\.257 779.504,04

6.154.572.549,74

6.62Q.407 .225,27

4 936.545.276,12

9.155.949 262,01

6.AlO.l77 .674,17

4.894 061.938,08

t02.5t54t6,27
373.312.852,86

25.629.O|5,35

(102.259.:188,47)

9963812,22

Penrberdaya.n l'lasyarakat Desa

Ene.q, d.i SLrmberdaya Mlnera

Ke autan dan Per ka.an

LINGKUNGAN HIDUP

PERUMAHAN DAN FASIIITAS UMUM

72.746.029.608,84

7 476 610.460,04

18.rs0.169 052,00

1.980.554.500,00

21.419.097 376,83

1.201.503 000,00

255.435.000,00

05

05

05

06

06

05

08

0:l 448.568.811.826,20

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JUMLAH (Rp) o/o

(21094 602 104 ',o)

8.1.152 449,91

(23 810.699 14r,.ls)

0,00

631.744.188,8.r

867.115.579,14

867115.579,lt

7.427.565.0r6,58

77 .276.043.566,49

7 567.844.652,95
18.856.587 026,72

4.120.674 500,00

21 .5t 1.9 74.763,19

r.176.503.000,00

255 435.000,00

4.s30.053.957,65

91234.192,91

706.1t7 974,72

140.120 000,00

115.872.886,96

(25.000.000,00)

0,00

:,ii
1,52

061
(2 08)

o,0o i

8.414.110.822,93 401.758.773,19 5,01

1.207.849.500,00

7 .2A6.26t.322,93

453.255.840 239,83

qlg.stzAol139,83

(49.930.000,00)

451.688.773,19

(3,97)

6,69

1 343.630 911,63

1.343.630 913,63

0,30

0,30



KODE UR IAI{
JUMLAH SEBELI'M

PERUBAHAI{
]UIILAH SEIETAH

PERTIBATTAI{

BERTAI'IBAiI / (BERKURANG)

JUr,rUH (RD)

1 , 3 4 5=4-3 6

06

o,

o7

Q7

08

08

08

10

10

10

10

11

11

11

11

1

1

1

1

1

1

04

02

t2

t7
04

01

18

26

10

11

13

KESEIIATAII

Keluarga B€rencana dan Keluarga Sejahtera

PARIWISATA DAN BUOAYA

PENDIDIXAN

Kepemudaan dan olah R€ga

PERfINDUNGAI{ SOSIAL

Kependudukan dan Catatan Sipil

Pemberdayaan Perenpuan dan Perlindungan Anak

5osial

3.343.397.500,00 3.343.397.500,00 0,00 0,00

190.015.179.454,45 210.288.818.735,90 20_273.639.267,44 10,67

179.201.907.952,10

10.813.271.506,35

79A.779.732.055,32

11.509.086.680,58

D.5n .424.093,22

695.4t5.t74,22

10,93

6,43

2.828.077.900,00 2.828.02.900,00 0,00 0,00

890.284.600,00

1.937.793.300,0{

890.284.600,00

1.937.793.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558.881.450.332,56 593.822..l82300,99 34.941.031.964,43 6,25

546.844.292.198,70

9.579.729.r92,3O

2.453.428.941,56

581.195.674.074,50

9.913.710.164,00

2.713.@A.062,49

321.347.381.875,80

333.980.971,70

259.669.120,93

6,28

3,49

10,58

18.195.165.037,40 19.647.620.830,93 1.452.455.793,53 7,94

6.701.378.053,06

1.269-036.400,00

70_224.7s0.544 34

5.584.586.5't4,70

1.214.966.400,00

11.848.067.886,23

(116.791.508,36)

(54.070.000,00)

1.623_317.301,89

(1,74)

(4,26)

15,88

1.881.095.071.286,73 t.924.707 .666.293,97 ||43.512.595.007 ,24 2,32

^'[']****/,ux. f/
Anu o *,*ro* /
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LAilPlR t{ Vl : PERATURAI DAEM]I KAB. tilUARA EtllM
ilOlIOR : 1'l IAHUI{ 20i4
TAilGGAI. : 1I SEPIEMBER 2014

KABUPATEN .,IUAM ENIM
DAFTAR JUMLAH PEGAWA! PERGOLONGAN DAN PERJABATAN

TAHUN ANGGARAN 201,1

GOLONGAN / RUANG

ESSELON I'ION ESELOIiI

JUi,ILAHTENAGA
FUNGSIONAL

STAF

3 1 3

Golonqan 0
Golongan 1

24Golongan 2 2 2A
Golonqan 8 29

aa
1 51
u 2.095 8

JUMLAH GOLONGAN IV 33 117 2.106 14 2.305

45Golongan !!l/d
Golongan lll/c

269 729 19 1.062
11 244 465

683
49 769

1 192Golonoan llUb 174
Golonqan 663 315 1.011
JUMLAH GOLONGAN III 56 720 2.540 7',la 4.034

Solonoan lud
35,

101
159

456
511Solonosn

Golongan 401 309 710
224 280

JUMLAH GOLONGAN II 1.160 797 1.957

10 10
Golongan l/c 42 42
Goloflgan Ub 6

36
6

Golonqan l/a 36
JUMLAH GOLONGAN I 94 94

/PUPA

4/N
MUARAENIYI

f *oroo*"nl soHAR //f



LA,IPIRAIf VII I PERArcRAll DAERAIT Xlt. IaUARA EIIItt
ITOIIOR : 1l TAgt Il 2Ol4
TAIIGGAL : 1l SEPrEIEER 2(,14

XABI'PATEN UUARA EM![
DAI.T/IR XDGIATAN . KBGIATA.IT TAHI'N ANGGARAI{ SEBEX.I' NYA YAIG BELI'II DISELESAIXAIT DAN

DIANCTGARXA}I XIMBAII DAIAM TAIII' IIITGGARAII 2014

Z*urno*rorroro* 1

Kodc XcAiataa Judul K.gtatar

JuELh Tehun Aml
Pcaganggaren

lRDl

t uDrch Rcallaa.l
samprt dcngar athlr

T.A- 2013
(Rp)

JuDhh BiEa arggffan yarg
die4garkar italam tahrn tnt lRp)

T.A2OL4
APBD IITDI'X T.tr. 2013 PERI'BAIIAII APBD

T.A.2013 APBD PERI'BAIIAII APBD

1 2 3 4 5 6 7 a

NIHIL

4BUP MUARA ENIM./tD/1/y-(



LA.MPIRAIT Vm : PERATITRAI{ DA.ERAII XA3. !'IUARA EIIIII
ITOMOR : 11 TAHITI{ 2014
TAJI(X}AL : 1l SEPTEMBER 2014

KABI'PATEIC MUARA E IM
DAtr'TAR PII{JA.IIAJ{ DAERAII

TAIII'I{ AITGGARAIT 2014

auah.r Plrrrmu D..nh
iruaLL P.tulrFnn ftlrn lDl Junl|h.n P.mbry.nn

3 5 7 a rl 12

NPPLN No. SIA - 1225l I 59t.952 321,74 1.591 .952.327 ,74

t-s91b52 327 ,74 I 591 .952.327 ,74

o* MUARAENIMf,

,1/t1

A*ur*n"* 
"n 

oo


